
EUPAT! PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 39 TAHUN 2OA7

TENTANG

PEDOA4AN AKU NTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN ANGGAMN 2OO7

Menimbang , cl.

Mengingat : 1.

b.

tsUPATI PONTIANAK,

menindaktanjuti Pasal 219 ayat (1) Peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan datam rangka membuat
Standar Akuntansi datam Penyusunan Petaporan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dl lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pontianak, dipandang pertu adanya pedoman
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut pada haruf a di htas, pertu
menetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pedoman
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pontianak Tahun Anggaran 2AO7;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Katimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor TZ, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomar 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 20M Nomor lZ5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371, sebagaimana
tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganil Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005
Nornor 108, Tanrbalran Lembaran Negara Nomor alaS\;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1j7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Periinbangan (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575\;

2.

4.



Menetapkan

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45751;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengetotaan Xeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 417gl;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan darr Pengawasan Penyetenggaraan
Pemenntah Daerah (Lembaran l.tegara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara l.lomor 45931;

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2OOl tentang
Pembagiarr Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah
Daerah, Pemerlntahan Daerah Propinsl dan pemerlntahan
Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor E2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737\;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun
2003 tentang Pokok-pokok Pengetotaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Serl E, Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pontlanak Nomor 04 Tahun ZO0.{ (Lembaran
Daerah Tahun 20(X Nomor 04 Serl A Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Fonilanak Nomor 02 Tahun
2C05 tentang Pemtrentukan dan Susunan Organlsasl
Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor O2 Serl D Nomor 01 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun
2006 tentang Anggararr Pendapatan dan BetanJa Daerah
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor
11 Seri A Nomor 03);

MEMUTUSKAN

PEMTURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN
PEAAERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN
2007.

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Keuangan Pemerlntah Daerah Kabupaten
Pontianak memuat ketentuan-ketentuan sebagal berlkut :

a. Kebljakan Umum Akuntansl
- Peranan dan TuJuan Petaporan Keuangan.- Entltas Petaporan.
- Asurnst Dasar.
- KarakterlstlkKuatltatif.
- Prlnslp Akuntansl dan Petaporan.
- Jenis Laporan Keuangan.



[-

Kebijakan Khusus Akuntansi
- Pengakuan.
- Pengukuran.
- Pengungkapan.

Sistem Buku Besar dan Petaporan Akuntansi Keuangan
- Proses Akuntansi Keuangan.
- Daftar Kode Akun.
- Penjetasan Akun dan Jurnal Standar.

Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Prosedur Pendapatan.
- ProsedurPengeluaran.
- Prosedur Kas.
- Prosedur Aktiva Tetap.
- Prosedur Investasi / Pembiayaan.
- Prosedur Hutang.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai pedoman bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengetota Keuangan Daerah
(SKPKD) datam Penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan atas Standar
Akuntansi Pemerintah.

Pasal 3

Rincian ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur tebih tanjut datam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan datam peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mutai bertaku pada tanggat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten pontianak

Ditetapkan di Me.mpararah
padatanggat , -n- 2007

b.

c.

d.
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^fi
I t, f ,t L
\ , -t t tt a'v

AGUS SALIM

,BERITA OAER^H I(ASUPATET POITIAXAX
l.{HUf .7r9ry..... loxoR ...#?..._._


